BUPAT! OGAN KCMERING ILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PEPANGKAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang bahwa untuk mclaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat !
Peraturar Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 teritang
Peiangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkar Daeranh
Kabupaten Ogan Komering lir.

Mz-uinpat I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undsng Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945:

2. Undang-Undang Nomor 28 Tehun 1959 tentang
Pembentukan Daerak Tingkat II dan Katapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indcnesia
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor1821 );

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik [ndbresia Tahun 2611
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4389 ); -

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tamoahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun -2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiil
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Inconesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedus
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republix
Indonesia Tahun 2513 Nomor 38, Tambanan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 5670\
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6. Peraturan Pemerinteh Nomor 58 Tahun 2005 tentang
pengelolasn Keuangan Dacrah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2003 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Peleyelenggaraan
Pemerintahan Daerah | Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

-]

Negara Nomor 4523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
rangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomer ! 14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

Dengan parseluyjuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR ; !

MEMUTUSKAN: : o

metapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN |
: SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN OGAN C
KOMEKIN3ILIR. ‘

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

n Peraturen Daerah ini yang dimaksud dengan :

Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering
liir.

Bupat adalah Bupati Ogan Komering [lir.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kebupaten QOgan Komering
[lir.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan
Perwakilan  Rakyat Daerah dalam  penyelenggaraan  Unsur
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsw pembantu bupau dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten,
Sekretariat Daerah: adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ilr.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkaz
Sekretariat DPRD adalah Sekrstariat Dewarn Perwaldlan Rakyat Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir.

—_— —_
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.1 Badan Daerah adalah BSadan Dzeran Kabuparen Ogan Kome mg 1hiks, p
: . i
-<. necamaian aaalah Kecamatan Dalam nabupaten Ogan Komenngl Iiir.

13, Xelurehan adalah Kelurahan Dalam Kebupaten Ogan Komering Ilir.
1<, Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas
-ang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/azau kegiatan
‘ekms penunjang tertentu.

- A -

13, Unit Peleksana Teknis Badzn adalzh unsur pelaksane teknis badan
cntuk melaksanskan kegiatsn teknis operasional dan/atau kegiatan
eknis penunjang tertentu.

Pasal 2
Asas

m menetapkan Peraturan Daerah ini dilaxukan berdasarkan asas:
urusan Pemerintahan vang meniadi kewenangen Daerah;

miesitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daeran,;

efisiensi;

—eliSes

dembagian habis tugas; ]
remtang kendeli

@ Xeria vang jelas; dan
Bexsibiiitas.

rUtE R RERNRURERTT P R v

BABII
i
PEMBENTUKAR DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH :
- Pesal 3 !

3% Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perangkat Daerah terdiri-ata

. Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daeran,
= Badan Daerah dan Kecamatan.

jﬁ P::angka’ Daerzh sebaganna?a dimuksud pada ayat (1) dengan susunan

& kr:!_anat Daersh Kabupaten Ogan Komering ilir merupeakan
Scmtanat Daerah Tipe A.

o Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering I[lir merupakan
Sekgetariat DPRD Tipe A.

c. inspektorat Daeran Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan
Inspektorat Tipe A. A

ol .)mas Daerah rerdirn dari:

1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggerakan  urusan

pcmc—mtahan bidang pcndidikan~ !

2. Dinas Kesehatan Tipe :x menyelenggarakan urusan pemerintahan
hidang kesehatan;
3. Dinas Pekerjzan Umum dan Penataan miang Tipe A

menyelenggarakan urusan pemeritahan bidang pekerjaan umum
.~ Gan penataan ruang, T
4. Trmas Perumahan Rekyat dan Kewssan Permukiman Tipe B
menvelenggarakan urusan pemeriniahan bidang perwnehan
rakyat dan kawasan permukiman; /
:.afuar Polisi Pamong Praja dan Pemadam hebakaran "‘mq- A
m:melquga:al-an urusan pemerintahan bidang ketentram

A, et Wo- sy e iartn -\.:v-hﬁH-- \f\na.h Tusirnvn\ﬂh (;\\'h

7

urusan poL31 parncng pra_,a dan sub urusan kebakaran;
6. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan

- badang sosial; 7

7 Minae Tﬂl“ﬂﬂ"] Wam~
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rja dan Transmigrasi Tipe A mcnyclcnggax:akan ‘
ga keja dan urusan pemerintahan bidang

7. Dinag Tenaga Ke
urusan , tenag,

(/ . transmigrasi;

Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang lingkungan hidup;

“. Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan 3ipil Tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi
xependudukar dun pencatatan sipil,

10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Tipe A
menyelenggarakan urusan pemenntahan bidang koperasi, usaha
kecil dan menengah dan urusan pemerintahan dibidang
perindustrian; . :

11.Dinas  Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perdagangan;

12, Dinas Pemberdayaan  Masyarakat dan Desa Tipe
menyelenggarakan urusan peraerin

‘/K/ masyarakat dan desa;  /

\ - 2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A
\ X ; ;
' menyelenggafakan urusan pemenntahan bidang pengendalian
penduduk dan keluarga berencana;
14.Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perhubungan; -

-5 Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan =~ |

urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika,
urusan pemerintahan  bidang versandian, dan urusan
pemeritahan bidang statistik:
:6.Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Tie A menyelenggarakan
dnisan pemerinwhan bidang kepemudaan dan olah raga;
-7.Dinas Kebucayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan
Wwrusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan
pemnerintahan bidang pariwisata, :
-8.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B ESe—
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pem.bei dayasn
perempuan dan perlindungan anak:
-©.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan
urusin  pemerintahan bidang  kearsipan dan  urusan
pemerintahamn:bidang perpustakaan; :

20.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pinty

Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan  bidang
penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu;

-. J.nds Ketaharan Pangan,Tanaman Pangen dan Hotikultura Tipe
A menyelenggarakan urusan. pemerintahan bidang pangan dan

Dicang pertanian sub Urusan tanaman pangan dan holtikultura;

A
tahan bidang pemberdayaan

22. Dinas Perkebunan dan Perternakan Tipe A menyelenggarakan
drusan pemerintahan bidang pertanian sub perkebunan dan sub
perternakan; g

23.Dinas  Pertanahan Tipe C menyelenggarakan
pemerintahan bidang pertanahan; '

2+ Dinus Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan
didang perikanan.

Al dsan

[

Badar. Daerah terdiri dari :

-. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan
urusan penunjang perencanaan;
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-Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe A
melaksanakan urusan p

enunjang kepegawaian sertr pendidikan ———
dan pelatihan;

i 3.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A

melaksanakan urusan penunjang keuangan sub pengelolaan
keuangan dan asct daerah:

.Badan ' Pengelola Pajak Daerah Tipe A melaksanakan urusan
Denunjang keuangan sub pengelolaan pajek daerah: v
-Badan Peneliien dan Pengembangan Tipe B melaksanakan
\rusan penunjang penclitian dan pengembangan;

th

{. Kecamatan terdiri dari :
- Kecamatan Kota Kayuagung dengan Tipe A;
- Kecamatan Jejawi dengan Tipe A;
. Kecamatan Pedamaran dengan Tipe A;
- Kecamatan Pedamaran Timur dengan Tipe A;
- Kecamatan Tanjung Lubuk dengan Tipe A;
- Kecumatan Teluk Gelam dengan Tipe A;
" Kecamatan Lempuing Jaya dengan Tipe A;
©. Kecamatan Lempuing dengan Tipe A!
. Kecamatan Mesuji Raya dengan Tipe A;
0. Kecamatan Mesuji Makmur dengan Tipe A;
11. Kecamatan Mesuji dengan Tipe A;
. Kecamatan Sirau Pulau Padang dengan Tipe A,
Kecamatan Pampangan dengan Tipe A;
- Kecamatan Pangkalan Lampam dengan Tipe A,
15. Kecamatan Tulung Selapan dengan Tipe A;
6. Kecamatan Sungai Menang dengan Tipe A;
17. Kecamatan Cengal dengan Tipe A;
18. Kecamatan Air Sugihan dengan Tipe A.

ARSI

1OV b

g Kecamatan memiliki unsur perangkat pembantu yaitu
merupakan perangket kecamatan yang terdiri dart:
Kelurahan Kayuagung ;
Kelurahan Jua-jua;
Kelurahan Sidakarsa;
Kelurahan Cinta Raja;
Kelurahan Mangun Jaya ;
Kelurahan Paku;
Kelurahan Kedaton;
Kelurahan Sukadana;
. Kelurahan Perigi;
10. Kelurahan Kutarays;
11. Kelurahan Tanjung Rancing;
12, Kelurahan Tulung Selapan Uluy;
13. Kelurahan Tanjung Lubuk.

kelurahan

O@NoU W

Pasal 4

ruan lebih lanjul mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan
scrta tata Kerja Perangkal Daerah dar unit keja dibawannva
1 lebih lanjut dengan Peraturan Bupati,

b k,p..’#&j

™A rry
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BAB 111

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal §

1i) Pada Dinas Daerah dan Badan Dacsrah dapat dibentuk Unit
Pelaksanan Teknis (UPT).

Z;  Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibentuk untuk melaksanaxan sedagian
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 6

(1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah «abupaten kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat unit pelaksana teknis
dinas Daerah’ kabupaten dibidang pendidikan Dberupa satuan
pendidikan daerah kabupaten,;

(2) Satuan pendidikan daerah kabupaten sebagaimana dimaksucd pada

ayat {1} berbentuk satuan pendidikan forinal dan noniormal.

Pasal 7

{i)  Selain Unit Pelaksana Tekrus Dinas daerah xabupaien sebagarmana
dimaksud dalam Pasal 3, terdapat umt peiaksana lekuus dinas Daeran
kabupaten dibidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah
Kabupaten dan pusac keschatan masyarakat sebagal unit organisasi
bersifat fungsional dan unit layanan yang bekera secara profesional;

€2) Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1]

J
/

bersifat otonom dalam penyelcnggaraan tata Kelola rumah sakit dan

Lata kelola klinis serta menerapkaen pola pengelclaan Keusngan tadan
layanar umum daerah.

Pasal 8

:j_;l‘nda saat Peraturan Daerah ini mulai beriaku, UPT yang sudah terbentuk
faetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan
apati tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB IV
STAF AHLI
Pasal 9
Bupau dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli;

Staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
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BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 10

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perungkat Daerah diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

BAB V1
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11

-! Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di
Mdang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan
organisasi dan tata herju sebelum Peraturan Daerah mn
diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya  sampa:  dengan
peraturan - perundang-undangan mengena  pelaksanaan  urusan
pemerintahan umum diundangkan;

2 Dalam hal Perangkat Daerah yang meluksanakan Urusan
Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan la:n,
Perangkat Daerah  terscbut hanya melaksanakan Urusan
Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;

(3} Anggaran penyelenggaraan Urusun Pemerintahan di bidang kesatuan
bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada avat (1} dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanju Daerah sampas dengan
peraturan  perundang-undangan mengenai  pelaksanann  urusan
pemerinmhan umun diundangkan.

Pasal 12

(11 Pefangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemenntahan
bidang bencana yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata
kerja  sebelum Peraturan Daerah inj diundangkan, tetap
melaksanakan lugasnya sampali dengan  dibentukmya Perangkat |
Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan |
ketentuan peraturan perundang-undangan; \

(2)  Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pelayanan Kesehatan
Rumah 8akit Umum Daerah dan Sekretariat  Korpri, tetap
melaksanakan tugasnya sampai diatur dengan peraturan perundang-
undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daersh 1y, pejabat yang ada lelap
menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ;
ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. | |
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Pasal 14 .

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimane diatur
dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulal Januari 2017

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mula: dDerlexu.
a. Peraturan Daerzh Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tate Kerja Sckretariat Daerah

Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Paraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering [lir Nomor 3 Tanun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretana:

DPRD; .

o

of Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering [lir Nomor ¢ Tahu=n
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kena Dinas-3Dinas
Daerah Kabupaten Ogan Komering [lir;

= -
-

Peraturan Daerah Kabupaten Ogar Komenng [lir Nomor £ Tahurn
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tate Kejja Lembaza
Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering [lir;

Fs.

-~ T e

e. Peraturan Daecrah Kabupaten Ogan Komering llir Nomer © Tanun
" 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecarnatan
dalam Kabupaten Ogan Komering llir;

Peraturun Duacrdn Rabupaten Ogan Romenng [t Nomer 7 Tanhan
2003 tenwrn,, Pembentuxan Organisasi dan T
~ Pemerintahan Keluarahan Kabupaten Ogan Komenng ilis.

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komenng Ilir Nomeor o lanuan

g
2010 tentang Pambentukan Organisasi dan Teta Kere Badan
Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutananigan

h. Peraturan Daerah Kabupaten Ogen Komering {lir Nomor < Tanun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotka

Kahupaten (BNK).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

(2) Semua Ketentuan yang mcngatur tentang crganisasi perangkat Daerzh
wajib mendasarkan dan menyesualkan pengaturannya dengan
Peraturan Daerah ini.

Pasal 16. ...
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Pasai'ls
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Per
DamhmidmganpencmpatannyadahmlcmbmnDaerahmunm
Ogen Komering Ilir. paten.-

Ditetapkan di Kay:

ISKAND

Diundangkan di Kayuagung
pada Tanggal >L Cytcpar 2016
SEXRETARIS DAERAH ¥ ATEN OGAN XOMERING ILIR,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OG »
NOMOR .2 AN KOMERING ILIR TAHUN 2#*gd

:,:'E,G PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR 73
PRUVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR .5 TAHUN . 2814 3

—

Mower.
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